
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR          :    900/Kep.338-Rek dan SDA/2022
LAMPIRAN     :    1  (satu) Lampiran

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI CIREBON,

Menimbang     :   a.      bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan
inklusif,     dan     perekonomian     di     Kabupaten     Cirebon
diperlukan  percepatan  dan  perluasan  digitalisasi  melalui
Elektronifikasi    Transaksi     Pemerintah     Daerah     untuk
kegiatan  transaksi  belanja  dan  pendapatan  daerah,  serta
pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis
digital;

b.     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  10 huruf a Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   56   Tahun   2021   tentang
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi
dan    Kabupaten/Kota    serta    Tata    Cara    Implementasi
Elektronifikasi     Transaksi     Pemerintah     Daerah     perlu
dilakukan   penyusunan   peta   jalan   dan   rencana   aksi
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

C. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati   tentang   Peta  Jalan   Implementasi   Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat       :    1.      Undang-Undang           Nomor           14           Tahun           1950
tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa Barat  (Berita  Negara  Republik
Indonesia   tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana   telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   Mengubah   Undang-Undang
Nomor       14      Tahun       1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);



2.      Undang-Undang   Nomor   11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan   Transaksi   Elektronik   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2008   Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843)  sebagaimana telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor   19  Tahun   2016
tentang    Perubahan    Atas    Undang-Undang    Nomor    11
Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2016
Nomor    251,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5952);

3.      Undang-Undang     Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  telah
diubah          bebe rapa          kali ,           te rakhir          de ngan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020
Nomor    245,     Tambahan     I+embaran     Negara    Republik
Indonesia Nomor 6573);

5.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2005   tentang
Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor   138,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4576)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 65 Tahun  2010  tentang Perubahan riins  Peraturan
Pemerintah    Nomor    56    Tahun    2005    Tentang    Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor   110,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

6.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.      Peraturan  Presiden  Nomor 95 Tahun  2018  tentang  Sistem
Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8.      Keputusan  Presiden  Nomor 3  Tahun  2021  tentang  Satuan
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

9.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  56  Tahun  2021
tentang Tim  Percepatan  dan  Perluasan  Digitalisasi  Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);



MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah
Daerah,     sebagaimana    tercantum    dalam     Lampiran    yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah
Daerah  sebagaimana  dimaksud  Diktum  KESATU,  merupakan
acuan    bagi    seluruh    perangkat    daerah    dalam    transaksi
pendapatan  dan  belanja  dari  cara  tunai  menjadi  non  tunai
berbasis digital.

Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah
Daerah bertujuan untuk :
a. meningkatkan    transparansi   transaksi    keuangan    daerah,

mendukung    tata    kelola    dan    mengintegrasikan    sistem
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan
pendapatan daerah;

b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
c.  mendukung    transaksi    pembayaran    digital    masyarakat,

mewujudkan   keuangan  yang   inklusif  serta   meningkatkan
integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah.

KEEMPAT       :   Pembiayaan  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan   Peta  Jalan
lmplementasi    Elektronifikasi   Transaksi    Pemerintah    Daerah
dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA           :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Sumber
padatanggal  29  juni   2022

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :
KESATU           :   Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah

Daerah,     sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA             :   Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah
Daerah  sebagaimana  dimaksud  Diktum  KESATU,  merupakan
acuan    bagi    seluruh    perangkat    daerah    dalam    transaksi
pendapatan  dan  belanja  dari  cara  tunai  menjadi  non  tunai
berbasis digital.

KETIGA Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah
Daerah bertujuan untuk :
a. meningkatkan    transparansi    transaksi    keuangan    daerah,

mendukung    tata    kelola    dan    mengintegrasikan    sistem
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan
pendapatan daerah;

b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
c.  mendukung    transaksi    pembayaran    digital    masyarakat,

mewujudkan   keuangan   yang   inklusif  serta   meningkatkan
integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah.

KEEMPAT       :   Pembiayaan  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  Peta  Jalan
Implementasi    Elektronifikasi    Transaksi    Pemerintah    Daerah
dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA           :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Sumber
padatanggal  29   juni   2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETAR[AT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 -321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id  Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER -45611

NOTA  DINAS

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Lampiran
Perihal

Yth.  Bapak Bupati Cirebon
Kepala Bagian Perekonomian Setda
900/    tJQD      /RekdansDA
a  Agustus 2022

Permohonan   Untuk  Menerbitkan   Keputusan   Bupati   Tentang
Jalan lmplementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai APBD Tahun Anggaran 2022

dalam     rangka    untuk    menunjang    pelaksanaan     kegiatan     Peta    Jalan

lmplementasi        Elektronifikasi        Transaksi        Pemerintah        Daerah        di

Kabupaten Cirebon.

Sehubungan      hal      tersebut,      kami      mohon      untuk      diterbitkan

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud.

Demikian  agar  menjadi  maklum,  atas  perkenan  Bapak    disampaikan

terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

H. KABUL SETIAWAN. SH..M.Si
Pembina Tk.  I

NIP.196702211994031004


